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Menimbang

Mengingat

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
%ai‘%ﬁam KEPEGAWAIAN DAERAH hgﬁi;?q"r;ﬁs KATI k\ix,iiﬁ

BUPAT! KATINGAN

bah-wa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan

‘d

kewenangan i}“ﬂiéﬂ kepada caerah \éu&ii}é{@u %‘\a‘izﬁigﬁn U
mengeioia urusan rumah tangga sendiri;

bahwa pelayanan di segala kehidupan masyarakat yang me rupakan
urusan rumaﬁ tanacza de;ah periu a!aksanakan secara efektgf

‘,.

melembaga dipandang periu me mbentuk organisasi perangkat daerah
guna menypienqgarakan urusan rumah tanc;x:;a daerah Kabupaten
atingan;

éahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas
dipandang periu mengatur pembentukan Orgamsasx dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Katingan dengan Pera*urgﬂ Daerah

Kabupaten Katingan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Lnéﬂ;:; — nﬁ(j:ﬁ;a(a {Lm/m; 8 4{’;,:3 '§Q7A %u{"ﬁ;éﬁg %-—Qk;:ﬂ%;rﬁf‘?i{&}K
Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk indonesia Tahun 1999

E\nnﬁ*‘r "i‘;‘s} Tﬁﬁ?i‘% Y E’_Fr shyeseomey Rlaes oS 2 g\g'ﬂﬁr E}-Gﬁ}

ERIRACRECARE NIRRT BT z‘;.&
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupa’ten Gunung Mas, K:bupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi

Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18 Tambahan ;.,,s;;mu@aﬁ ?‘@gdga Nomor 4180 }
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembéﬁtufgan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik | iéﬁ;“&ﬁ?
Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Nngara ‘Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubi&k 5!’:&0!’198:6 Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tamhahan
Lembaran Negara Nomor 4438);




Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nemor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik !ndones'a ahun 2000 Nomor :;4,
Téi‘ﬂi)d?‘%dﬂ Lembaran Negara Nomor 3852);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkatl Daerah ( 1 Lembarar .é%ga.é epublik %ﬁﬁcﬁes,a
Tahun 2003 Nomor 14 );

8 Keputusan Presiden Republik Indonesia 159 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerahy;

9. r\epuzusar' Menfen ua;am Negem Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk

10. r(eputusan Menten Daiam Negen Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kewenan {;“‘a Pemerintah Kabupaten Kalingan sebagai Qaeaﬁ J’:S iem

( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KER EAE:%?%’ %EQFFE AWAIAN DA F‘%%F KABUPATEN I HATIN Gés“é

BAB |
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
%&Q?‘féfziiﬁua”‘% é.wuyﬁts?&a& setemoat menurut ;’L‘V&r‘;ﬁ sa  sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Rﬁghbask indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
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penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Katingan;

4. DPRD adalah Dev»aﬁ erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

5.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerzh Kabupaten Katingan;

6. Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang

eleg mmemlomen -
melaksanakan manajemen Pegawal Negeri Sipil Daerah dalam
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uekre*arsa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) masmg masmg
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

Fiie

bertanggung jawab kepada kepala badan

Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada kepala badan.

Sub bagian dan sub bidang sebagaimana ter: sebut pada avat (1)
masing-masing a;p%mpn oleh seorang kepala sub bagian dan kepaza
sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sfe',retans dan kepala b&éang

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berada di bawah dan ber{arggung jawab kepada kepala badan yang
dalam melaksanakan tugas dikoordinir g%ﬁﬁ tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh kepala badan.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah s sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Sekretariat mempunyai tuga§ melaksanakan urusan umum, keuangan,
penyusunan program, evaiua si dan pelaporan.

)

Pasal 7

krﬂtanaz umurx melaksanakan tugas aebagaimana dimaksud dalam Pasal
mem;;t;m;a i fungsi :

T

o o

Nus?”

o

perumusan kebijakan teknis.
penyelenggaraan urusan umum, periengkapan dan K

penyelenggaraan urusan ke uangan

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
Pasai 8

Sub Bagian Umum mempunyai fugas melak a akan urusan surat

menyurat, kearsipan, periengkapan, rumah fangga dan kepega vaian

Badan gﬁsf.}%guW&iai y Daerah.

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharan, dan pembukuan
keuangan.

Sud Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas mengkompilasi penyusunan program kerja dan kegiatan,
melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. '

Bagian Kedua



Pasal ¢

ang Pengadaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan

éééasian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pengadaan dan
pengembangan karier.

Pasal 10
B idang Pengadaan dan Pengembangan dalam meiaksanakan iugas
t;aaaemans Qemaksaﬁ. dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pengadaan dan
pengembangan Karier.
penyelenggaraan penyusunan f(}rmaSi pegawai;
penyelenggaraan pengadaan pegawai
Pﬂngangkatan dan penempatan awal gmawai'
penyelenggaraan pengembangan karier pegawai;

pelaksanaan pembinaan

sl

e e 0w

£

fasilitasi kesejahteraan pegawa

pelaksanaan disiplin pegawai.

> @

Pasal 11

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas menyusun
formasi dan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai dan penempatan

si
awal pegawal.

o~
e
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(2) Sub Bidang Pembinaan, Kesejahterasan Disiplin dan Pengembangan
- mempunyai tugas metaksanaka& penyiapan bahan pembinaan dan
nan.,ge'*ibuﬁﬁaw karier yv..sczwa‘ memiasiiiasi §\=.:3=cju; ieraan P;@ez;awei
penyiapan dan pelaksanaan peningkatan dan pembinaan disiplin
Pegawai Negeri Sipil, menyeiesaikan administrasi pelanggaran dar
penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. ' -

Bagian Ketiga
Bidang Mutasi Pengolahan Data dan Informasi
Pasal 12

Bidang Mutasi, Pengolahan Da’sa gian Lnfermasi mempgnvai tugas

o e
hi&ra!“Sqik&gan G%i:ﬁi—a%f"é § H,E*.Ze‘i*:- 5e ‘«5

pengolahan data dan informasi.

Pasal 13
Bidang Mutasi, Pengolahan Data dan Informasi dala !aksa, akan tugas
se i‘}gggéé“f‘ﬁr& dimaksud dalam pasal 12 mempunya ,
a. perumusan ?ebz;akan tekms dan perencanaan di bidang mutasi,

pengolahan data dan infor
pengelolaan kepangkatan dan ;abatan pegawai,

c.  penyelenggaraan penempatan dan pemindahan pegawai,



penyelenggaraan pemberhentian dan pensiun pegawai.

:

8, pengolahan data dan informasi kepegawa aian.
f.  pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
“eﬁgaﬁgkaaaﬁ Pegawai Negeri Sipil, pengelolaan kepangkatan, jabatan
gegawat penempatan pegawa: serfta melaksanakan kegiatan

- _— ¥ e
nentian dan pensiun.

ag ua%?‘%i.éii

(2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengolahan data dan informasi kepegawaian serta
pengelolaan dokume ws;é an pelayanan informasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan dan Pelatihan
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Bidang Pendidikar an mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan r\esegfwré:;ﬁ Daerah di bidang pendidikan dan peiatihan
pegawai.

Pasal 16
Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

a.  perumusan kebijakan leknis dan perencanaan di bidang kedikiatan.

5. pen jdaﬁi’?a?’? program dan kegiatan pendidikan dan latihan

C. pengelolaan dan fasilitasi pendidikan formal dan profesi;

d. pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi peﬂdédikan dan latihan

jabatan struktural, fungsional dan teknis.

Pasal 17

1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Strukiural mempunyai tugas
mengelola dan menye emgas‘gkar serta  memfasilitasi kegsafan
pendidikan dan latihan struktural, meiakukan pembinaan dan koordinas
di bidang pendsdzé\m dan latihan kader, pendidikan dan latihan pzmgaanan

dasar, pendidikan dan latihan kepemimpman menengah serta
melaksanakan evaluasi dan penyusunan laperan.

P
—

(2) Sub Bidang Diklat Fungs&ena dan Teknis mempur‘yal tugas mengelola
F‘f*‘“‘ "§5§*?V€e%“i€dél ‘*\E’?‘éirﬂ"e u"“* s”g‘”*gx"\s‘if‘e oF ff?éE gaan Ui‘vfﬁg’n
menye!enggarakan dan/atau memfasilitasi kegiatan pendidikan dan

atihan fungsional dan teknis, melakukan evaluasi dan penyusunan

!apcran serta momtormg pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan
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Bagéan Kelima

abatan Fungsionai



Kel

Pasal 18

lompeok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas | Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,

b

7o
e
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BAB IV
TATAKERJA
Pasai 19

Badan Kepegawatan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib

menyelenggarakan koordinasi dengan ansi yang secara fungs sional

mempunyai hubungan kerja.

epaia satuarn 3:gam5asf daiam melaksanakan Iugaa wajio meneragxan
nrng koordi nast, integrasi z;ian sinkronisasi baik di lingkungan masmg—

{TISSQRQ maupuﬂ antar satuan organisasi.

Pasal 20
Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang
é&ieiagkan Rupati.

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara
berkala kepada Bupati.

Pasal 21
Setiap kepala satuan organisasi ber*ugas memimpin,
ngkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pe!aksanaan tugas bawahannya.

bawahannya dan apahdz *énads penvm*pmf:;an mm@ambt! !angk,ah
yang ci;per ukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Pasail 22

beuap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh kepala satuan organisasi dihaw;ahwa dan wajib meﬂggdakm
rapat secara berkaia.

iap bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dapa
nberikan saran dan pertsmbangan menger*a; langkah yang perlu

P .
Gigimioil,

Pasal 23
Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
seria ber‘ganggung ;awab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala ispat pada waktunya.
Setiap leporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan
organisasi diolah dan mpergunakan sebagai bahan laporan kepada
atasan serta untuk membﬂfss{aﬂ petunjuk kepada bawabap



3) etiap laporan yang dwaﬁﬁpatkan kepada atasan untuk tembusan

idi ofan ““'i‘?u?ai}d:‘iui ’i@yi‘fﬁﬂ satuan ;{Cﬁ;t‘ugéﬁ;s ain }fﬁug gebdrd
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasai 24
(1 Susunan ke an ;enjang kepangkatan dan Jabatan di lingkungan

D

nudian beng@ii dengan

{(2) Uraian taagf—"s mzs*r‘g—mam?‘g }abazan akan G!tszapk‘an kemudian dengan
Keputusan Bupati;
(3) Hal-hal yang belum dialur dalam Peraluran Daerah ini sepanjang

mengenai geiak%aﬁ%m‘wa akan diatur lebih lanjut ri ngan Peraturan
Bupati dan atau Keputusan Bupati Katingan.

BAB VI

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasangan
pada tanggal, 3.3 April 2007

BUPATI KATINGAN

{

DUWEL RAWING

E}mndangkam di Kasangan
pada tanggal, Q.4 April 2007

SE/XRETARIS DAERAH
KXBUPATEN KATINGAN

GATIN RANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR :



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR :  TAHUN 25{}%?
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAl\IQRGA ISASI DAN TATA KERJA
Hi

a’? Hk_’ Tiﬁ.’? as
t;s L h 3%

o=

BADAN éiE?ti;k?‘ﬂéii%i‘- DAERA

Umum
1. Dengan ielah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
inabﬁ.;,aie‘ Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaien
Banto Timur dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimatan Tengah maka dalam

ke

=§:5i*8 pa@ai‘Sdf%Edh Otonomi Daerah yang iuas, nyaia dan bert cﬁsgl n_gnssas,mit periu
Pembentukan Susunan Hr;»:f isasi rza‘e Tata ef;d *:sa:iaﬂ ﬁepega\ﬁ@aﬁ Daerah
Kabupaten Katingan.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ke}pegawaiaﬂ Daerah Kabupaten Katingan
sebelumnya belum terbentuk. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

N

Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Kepegawaian merupakan satu bagian yang
berada di bawah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. Mengacu
pada Peraii iran Daerah Kabupaten Katingan Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom perlu dilakukan penataan kelembagaan
yang disesuaikan dengan beban kerja, kemampuan dan kebutuhan daerah, periu
dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada

pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi
utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan

pemenuhan kebutuhan masyar

Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal 1 sampai dengan pasai 3 cukup jela
Pasal 4

Huruf |

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Bupati Katingan

Pasal 4 sampai dengan pasal 10 cukup jelas.

Yang dimaksud dengan formasi adalah penentuan Jumlah dar‘ susunan pangkaf

s s

?saaw% ?‘*eu-;:* Sipil yang diperiukan untuk ma
4 -3 pe

Ayat (2)



Cukup jelas.

Pasal 12 sampai dengan pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16

2‘:5

belajar mengaiar dalam rangka meni ngk t pengetahuan, kaahhan
ke erampﬂan kemampuar’a dan sikap Pegawai Negen Sipil untuk meiaksanakan

tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

[ o 'S .

Pendidikan dan Peiatihan atau disingkat Dikiat adaiah pros
at pe

Pasai 17
Ayat (1)
Dikiat $§quiu;'ai dilaksanakan uniuk mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
Ayat (2)
- Dikiat Fungsionai dilaksanakan uniuk mencapai persyaraian kompetensi yang

sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

i

Diklat Teknis dilaksanakan untuk m ncapas persyaratan kompetensi teknis yang
E‘sr = = Negeri Sipil.

pelaksanaan auuﬁ‘%

eriukan ﬂstus

Pasal 18 sampai dengan pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21

- Yang dimaksud dengan kompetlensi adaiah kemampuan dan karakieristik yang
dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan
sikap perilaku yang diperiukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai de engan bidang
keahliannya dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- Jumiah Jabatan dan Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

Pasal 22 sampai dengan pasal 25 cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR :
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